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BAB I
UMUM

1.1 DASAR HUKUM
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini disysun berdasarkan;

1.2

1

Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 100.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017
tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 024.K/020/DIR/2016 tentang Pedoman Umum
Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali,

Keputusan Direksj PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 101.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017
tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PJB No. 025.K/020/DIR/2016 tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Balj,

Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 102.K/010/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017
tentang Kewenangan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa-Bali.

PENGERTIAN DAN ISTILAH
Dalam dokymen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

1.

2.

10.

11.

12

13.

14,

15.

PJB adalah Perusahaan perseroan PT Pembangkitan Jawa-Bali yang dalam hal ini sebagai Pengguna
Barang/Jasa.

APIB adalah Anggaran PIB yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
yang telah disahkan oleh RUPS, termasuk anggaran untuk pekerjaan mendesak atau keadaan Darurat
(Emergency) yang belum ditetapkan dalam RKAP.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, meliputi antara lain bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Barang/Jasa.
Daftar Hitam (Blacklist) adalah sanksi yang diberikan PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa berupa
tidak diperbolehkannya Penyedia Barang/Jasa tersebut mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah
kerja PT PJB dan PT PLN (Persero) Group, dalam jangka waktu tertentu, sebagai akibat dari
Wanprestasi atas Perjanjian yang dibuat sebelumnya,

Dokumen Penawaran adalah surat penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang
disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Direksi Pekerjaan adalah wakil Pengguna Barang/Jasa untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan,
dalam hal ini General Manager PT PJB UP Muara Karang,

Due Diligence adalah bagian dari Penilaian Kualifikasi untuk melakukan verifikasi langsung, lebih
detail, dan komprehensif atas dokumen  kualifikasi, kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia
Barang/Jasa yang memasukkan aplikasi untuk kategori Leverage, Critical/Bottleneck, dan Strategis.
Harga Perkiraan Sendiri/HPS adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu Barang yang dihitung
berdasarkan biaya pokok produksi atau estimasi biaya pokok pekerjaan yang disesuaikan dengan
kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran harga
penawaran.

Jadwal Pengadaan adalah rincian waktu proses pengadaan Barang,

Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia
Barang/Jasa atas substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka evaluasi penawaran.
Negosiasi adalah keglatan untuk pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan antara
Fungsi Pelaksana Pengadaan dengan Penyedla Barang/Jasa.

Pakta Integritas adalah surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat
Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, Vaive for Money Committee, Penyedia
Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persekongkolan baik vertikal,
horizontal maupun penyelewengan hukum lainnya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.

Pejabat Pelaksana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.

Pejabat Perencana Pengadaan adalah pejabat struktural yang bertugas dan bertanggung jawab
dalam perencanaan Pengadaan Barang,

Pejabat Berwenang adalah Bagian yang berwenang menggunakan, mengelola dan memelihara asset
perusahaan agar senantiasa dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna
menunjang aktifitas perusahaan, dalam hal ini adalah Direksi, General Manajer, Pejabat yang diberi
kuasa sebagai pemberi tugas kepada pelaksana pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan



16.

17.

18.

pengadaan yang dibutuhkan perusahaan, yang menggunakan dan/atau menerima manfaat langsung
maupun tidak langsung dari barang/jasa yang dihasilkan dari proses pengadaan barang/jasa.
Pengguna Barang/Jasa adalah Direksi atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi,
GM/Kepala BPWC atau Pejabat struktural satu tingkat di bawah GM/Kepala BPWC yang diberi kuasa,
yang menggunakan dan/atau menerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Barang
yang dihasilkan dari proses pengadaan Barang.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau badan hukum publik lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga,
Konsorsium, Joint Operation, Koperasi, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), persekutuan perdata
(Maatschap), badan ysaha luar negeri dan/atau perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang.

Perjanjian/Kontrak adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan
Penyedia Barang/Jasa.

1.3 UNDANGAN KEPADA CALON PENYEDIA BARANG/JASA

1.

PT PJB dengan ini bermaksud mengundang para Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkompeten
terkait PEMBUATAN BENGKEL HAR MESIN PLTGU BLOK 2 MUARA KARANG, untuk berpartisipasi dalam
Pelelangan Terbuka.

Peserta Pelelangan wajib menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut maka tidak dapat
diikutsertakan dalam Proses pelelangan selanjutnya

1.4  Persyaratan Pendaftaran

1

Jadwal Pelelangan :
Seluruh proses pelelangan diadakan di PT PIB UP Muara Karang yang beralamat di JL. Pluit Karang Ayu
Barat NO.1 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara,
(a) Pendaftaran

Hari/Tanggal * 30 Oktober 2019 s.d 11 November 2019

Waktu : Jam Kunjung PT PJB UP Muara Karang

Sampai dengan sebelum pelaksanaan aanwijzing

(b) Penjelasan pelelangan

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019
Waktu : 13.30 WIB - Selesai

(c) Pembukaan Penawaran
Hari/Tanggal : Senin, 18 November 2019
Waktu : 14.00 wiB

(d) Peserta Pelelangan yang mendaftar atau wakilnya berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup,
harus menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas, serta harus mengisi daftar peserta
pelelangan.

Syarat Pendaftaran :

Dokumen yang dipersyaratkan diserahkan saat melakukan pendaftaran :

*  ASLI Surat Pendaftaran Lelang (LAMPIRAN 2)

*  ASLI Surat Kuasa bermaterai apabila yang mendaftar bukan direktur atau pimpinan perusahaan
langsung
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BAB II
INSTRUKSI KEPADA PESERTA PELELANGAN

21 UMUM

2,1.1. Lingkup Pekerjaan
PEMBUATAN BENGKEL HAR MESIN PLTGU BLOK 2 MUARA KARANG, yang meliputi detail
pekerjaan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Term of Reference (T OR), lampiran-1.

2.1.2, Sumber Dana
Sumber dana untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan ini adalah Anggaran Operasi PJB Tahun
2019,

2.1.3. Etika Pengadaan

1

2.

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang.

Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang.

Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan para pihak.

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) para
pihak yang terkait dalam proses Pengadaan Barang baik langsung maupun tidak langsung
yang merugikan kepentingan Pengguna Barang/Jasa.

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan
dalam Pengadaan Barang.

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan perusahaan.

Tidak menerima, tidak menawarkan dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan
dengan Pengadaan Barang.

2,1.4. Syarat Peserta Pelelangan

1.

5.
6.
7.

Calon Peserta yang diperbolehkan untuk melakukan pendaftaran pelelangan adalah Penyedia
Barang/Jasa yang tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT P)B dan PT PLN
(Persero) Group.

Calon Peserta tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang menjalani sanksi pidana,

Calon pelaksana didikung tenaga kerja Yang kompeten yang berpengalaman dalam pekerjaan
pengadaan barang dan material bangunan dan berpengalaman dalam pekerjaan pemasangan

order, dokumen fjin kerja, dokumen penyelesaian pekerjaan.

Perusahaan menerapkan I1S0-9001, 1SO-14001, OHSAS-18001 dan SMK3 dibuktikan dengan
sertifikat yang masih berlaku,

Calon Peserta telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.

Bersedia untuk menandatangani Pakta Integritas,

Persyaratan lainnya yang disebutkan dalam Term Of Reference (TOR)

2.1.5. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

1.
2.

Badan usaha atay perorangan yang dinyatakan pailit,
Badan usaha atau Perorangan yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan
tugasnya (Conflict of Interest).
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3. Badan usaha atau yang keikutsertaannya dalam saty pelelangan berada dalam satu kesatuan
pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan Peserta Lelang yang lain (kecuali
BUMN/BUMD) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di
antara para Peserta Lelang atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

2.2 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)
.2.1. Isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) terdiri dari :
(@) Instruksi kepada Peserta.
(b) Persiapan Penawaran.
(c} Syarat-syarat Perjanjian.
(d) Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
(e) Lampiran-lampiran

2. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini sepenuhnya merupakan risiko
Peserta Pelelangan,

2,2.2. Bahasa Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses
pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

2.2.3. Lain-lain

1. Semua permintaan penjelasan terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan
Pelelangan (Aanwijzing).

2. Ketidakhadiran Peserta Pelelangan pada saat rapat penjelasan tidak dijadikan dasar untuk
menggugurkan penawaran.

3. Pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pelelangan (BAPP) yang
ditandatangani Pejabat Pelaksana Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta
Pelelangan yang hadir,

4. Semua perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebagai hasil penjelasan dan
atau jawaban atas pertanyaan Penyedia Barang/Jasa harus dituangkan dalam Addendum RKS,

5. Berita Acara Penjelasan (BAP) merupakan bagian tidak terpisah dari Rencana Kerja dan Syarat-
syarat (RKS).

2.3 PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
2.3.1. BIAYA DALAM PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN
1. Peserta Pelelangan menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian Dokumen
Penawaran,
2, PT PIB tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh Peserta
Pelelangan.

2.3.2. BAHASA DOKUMEN PENAWARAN
1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Dokumen Penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa
Indonesia atau Bahasa Asing.
3. Dokumen Penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia,
Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa
Indonesia.

2.3.3. DOKUMEN PENAWARAN
1. Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran dalam terdiri dari 1 (satu) rangkap

dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "ASLI", serta 1
(satu) salinan berupa softcopy yang dimasukkan dalam CD/DVD/Flasdisk dan ditandai
"COPY",
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Informasi yang tercantum dalam Peénawaran Peserta Pelelangan bersifat rahasia,

Dokumen Penawaran yang memerlukan pengesahan maka harus ditandatangani setidaknya
oleh Pejabat Eksekutif Perusahaan yang berwenang diatas materai,

Metode penawaran dilakukan dengan sistem Satu Tahap Satu Sampul, Peserta Pelelangan
harus menyerahkan syarat Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Penawaran Harga secara
bersamaan dalam 1 (satu) Sampul. Sampul tersebut harus diserahkan sesuai jadwal yang
ditentukan.

Isi Sampul meliputi;

A. Syarat Administrasi terdiri dari:

(1)  Penawaran administrasi & teknis (LAMPIRAN 3)

(2)  Rincian spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4)

(3)  Penawaran Harga (LAMPIRAN 5)

(4)  Daftar rincian harga penawaran (LAMPIRAN 6)

(5)  Surat identitas & spesimen tanda tangan penawar (LAMPIRAN 7)

(6) Membuat Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi dan memenuhi semua ketentuan
yang ditetapkan dalam Pelelangan, perusahaan yang dipimpin tidak dalam keadaan
bangkrut, direktur perusaahan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak sedang
menjalani sanksi pidana, dan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun
jika Pelelangan ini dinyatakan batal atau penawaran ditolak (LAMPIRAN 8);

(7)  Pakta Integritas (LAMPIRAN 9);

(8)  Formulir Islan Kualifikasi (LAMPIRAN 10);

(9)  Copy Tanda Daftar Penyedia Perusahaan (TDPP);

(10) Copy Akte Pendirian Perusahaan atau Copy legalitas perusahaan di negara domisili,
berikut perubahan-perubahannya (apabila ada perubahan) atau TDPP;

(11) Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku

(12) Daftar Susunan Pemilik Saham;

(13) Daftar Susunan Pengurus Perusahaan;

(14) Copy KTP & NPWP Direktur Perusahaan;

(15) Copy NPWP dan PKP;

B. Syarat Keuangan terdiri dari:

(1)  Asli Surat Referensi Bank;

(2)  AsliJaminan Penawaran dengan nilaj minimal sebesar 1% dari nilai harga penawaran
dengan Masa berlakunya jaminan penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender
sesuai dengan surat penawaran dibuat, terhitung dimulal sejak tanggal terakhir
pemasukan penawaran. Jaminan Bank Garansi oleh Bank Penjamin Terseleksi PT
PLN (Persero)

(3)  Copy Neraca Perusahaan tahun 2018 (untuk penawaran dengan nilai di atas 2 M,
neraca keuangan harus yang sudah diaudit oleh akuntan publik)

(4)  Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh), (Tahun 2018);

(5)  Copy laporan bulanan PPh Pasal 29 atau Pasal 25 atay Pasal 23 atau PPN sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;

(6) Copy Rekening koran terbaru dari Bank selama pericde 3 (tiga) bulan terakhir;

C. Syarat Teknis terdiri dari:

(1)  Spesifikasi Teknik Barang yang ditawarkan (LAMPIRAN 4), sesuai dengan spesifikasi
yang diminta (LAMPIRAN 1), disertai dengan brosur teknik dalam bahasa
Inggris/Indonesia.

(2) Daftar Referensj Pengalaman Kerja (LAMPIRAN 11);

(3)  Copy kontrak dan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ;

(4) Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Teknis sesuai tertera dalam
RKS, Term of Reference (TOR) dan Berita Acara Penjelasan Pelelangan (LAMPIRAN
12);

(5) Surat Pernyataan mematuhi aturan K3 (LAMPIRAN 13);

(6)  Melampirkan copy sertifikat 1ISO-9001 yang masih berlaky;
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(7)  Melampirkan copy sertifikat 1SO-14001 yang masih berlaku;

(8)  Melampirkan copy sertifikat OHSAH 18001 atau SMK3 yang masih berlaku;

(9)  Melampirkan prosedur/metodologi pengujian sensor.

(10) Melampirkan surat kesanggupan penyerahan COM (certificate of manufacture) jika
terdapat produk/material yang disuplai berasal dari luar negeri.

(11) Surat Pernyataan kesanggupan garansi/masa pemeliharaan.

Catatan :

* Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap surat-surat/data-data
administrasi  yang bersangkutan maka Pelaksana Pengadaan dapat melakukan
Klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.

* Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara
urut dan dijilid.

* Bila diperlukan, PT PJB akan melakukan Due Diligence terkait ketentuan yang
dipersyaratkan bagi Peserta Penunjukan Langsung meliputi keabsahan dokumen, kesiapan
peralatan, fabrikasi peralatan dan hal-hal lain yang terkait. Adapun biaya yang timbul
menjadi tanggung jawab PT PIB.

2.3.4. HARGA PENAWARAN
1

2.
3.

4.

Harga penawaran adalah harga barang franco gudang (sudah termasuk biaya pengangkutan
sampai ke dalam gudang)

Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan
nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf.
Peserta mencantumkan harga satuan Barang untuk tiap pembayaran dalam Daftar Kuantitas
dan Harga.

Harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

2.3.5. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1.
2.

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang Rupiah (IDR).

Cara Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang akan diuraikan sesuai ketentuan dalam
RKS ini.

2.3.6. MASA BERLAKU PENAWARAN
Masa berlaku penawaran adalah selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2.3.7. JAMINAN PENAWARAN (BID BOND)

1.

2.

Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan nominal
minimal sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran (sudah termasuk PPN 10%).

Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:

() Berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum Penjamin Terseleksi PT PLN
(Persero) Kep.Dir.Keu 0113/KEU.00.01/DIRKEU/2019 dan D033540, diantaranya Bank
BRI, BRI Syariah, Mandiri, BNI, BCA, Danamon Indonesia, CIMB Niaga, MUFG,
OCBC NISP, Permata, UOB Indonesia, dan Bukopin.

(b) Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai  syarat-syarat sekurang-
kurangnya sebagai berikut :

*  Judul jaminan adalah “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”;

Nama dan alamat jelas Bank Penerbit (Penjamin);

Nama dan alamat jelas Pemberi Pekerjaan (Pemegang Jaminan);

Nama dan alamat jelas Penyedia Barang/Jasa (Yang Dijamin);

Nama paket pekerjaan yang dijamin;

Besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf;

Pernyataan pihak Penjamin bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan dengan

Segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran;

¢ Masa berlaku surat Jaminan Penawaran;
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o Batas akhir waktu pengajuan tuntutan pencairan surat Jaminan Penawaran oleh
Pengguna Barang/Jasa kepada pihak Penjamin;

* Mengesampingkan ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
mengacu ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

* Tanda tangan pihak Penjamin,

() Masa berlaku Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya
harga penawaran (S0 hari kalender) ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender, dan
dihitung sejak tanggal Pembukaan Penawaran.

(d) Tercantum nama dan alamat;

Nama : PT PJB UP Muara Karang
Alamat : JI. Pluit Karang Ayu Barat No. 1A, Jakarta Utara
Jaminan : Judul Pengadaan yang dilelangkan

(e) Asli Jaminan Penawaran harus diserahkan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat
penyampaian Surat Penawaran.

() Dalam hal masa berlaku Jaminan Penawaran diperkirakan berakhir sebelum
penandatanganan Perjanjian, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
berakhimya masa berlaku Jaminan Penawaran tersebut, Pejabat Pelaksana Pengadaan
dapat meminta Peserta Pelelangan untuk memperpanjang Jaminan Penawaran.

(g) Peserta Pelelangan dianggap mengundurkan diri, Jaminan Penawaran dicairkan dan
menjadi milik PT PB, serta diusulkan Blacklist sesuai ketentuan yang berlaku di PT PJB
apabila:

* Dalam hal Peserta Pelelangan tidak bersedia memperpanjang Jaminan Penawaran
setelah diminta Pejabat Pelaksana Pengadaan

* Dalam hal Peserta Pelelangan telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa dan
tidak  bersedia memperpanjang  Jaminan  Penawaran sampai  dengan
penandatanganan Perjanjian

* Dalam hal calon Penyedia Barang/Jasa mengundurkan  diri  sebelum
penandatanganan Perjanjian.

(h) Jaminan Penawaran atas pengadaan barang harus dapat dicairkan tanpa Syarat
(unconditional) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah surat pernyataan Wanprestasi dari Pejabat Pelaksana Pengadaan diterima
oleh Penerbit Jaminan.

() Jaminan Penawaran akan dikembalikan kepada Peserta Pelelangan setelah
dikeluarkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dalam hal:

¢ Untuk Peserta Pelelangan yang ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan ditukar
dengan Jaminan Pelaksanaan pada saat akan menandatangani Perjanjian/Kontrak.

¢ Untuk Peserta Pelelangan dengan Harga Penawaran terendah Kedua, Ketiga, dst
akan dikembalikan setelah ada pengumuman Penunjukan Pemenang dari Pejabat
yang berwenang.

()  Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT
PLN (Persero) / Perusahaan Terafiliasi PT PLN (Persero) / Anak Perusahaan PT PIB /
Perusahaan Terafiliasi PT PJB.

2.4 PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
2.4.1. Penyampaian Dokumen Penawaran
1. Pemasukan penawaran

(a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran yang dilengkapi dengan
Nomor dan Tanggal Surat Penawaran.

(b) Tanggal Surat Penawaran harus dalam rentang waktu pemasukan penawaran.

(c) Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima
kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian
perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor
Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, bertanggal, bermaterai Rp 6.000,-
(Enam ribu rupiah), dan distempel.

2. Penyampulan dan Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
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(a) Peserta Pelelangan menyampaikan Dokumen Penawaran terdiri dari 1 (satu) rangkap
dokumen asli yang dijilid rapi atau dimasukkan ke dalam bantex dan ditandai "ASLI",
serta 1 (satu) salinan berypa softcopy yang dimasukkan dalam CD/DVD/Flasdisk dan
ditandai "COPY"

(b) Sampul terbuat dari bahan tidak tembus pandang dan terbuat dari kertas warna coklat,

() Semua data persyaratan Dokumen Penawaran dimasukkan dalam satu Sampul dan
ditulis “Data Administrasi, Keuangan, Teknis, dan Harga”,

(d) Pada sisi depan kanan bawah sampul penutup dicantumkan :

KEPADA :

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PT PT UP MUARA KARANG

Jalan Pluit Karang Ayu Barat No.1A, Jakarta Utara
'mmwa TITT T

JUDUL PENGADAAN YANG DILELANGKAN

(e) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan secara langsung, maka penawaran harus
dimasukkan oleh Peserta Pelelangan yang bersangkutan ke dalam tempat yang telah
disediakan oleh Pejabat Pelaksana Pengadaan.

(f) Apabila Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman, sampul
sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan
alamat pelaksanaan pengadaan serta tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun.

2.4.2. Perubahan dan Keterlambatan Dokumen Penawaran

1

2,

3.

Perubahan penawaran hanya dapat dilakukan sampai sebelum batas akhir waktu pemasukan
penawaran.

Penarikan penawaran tidak dapat dilakukan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran,
apabila dilakukan maka Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PT PIB.

Dokumen Penawaran yang diterima setelah batas wakty pemasukan penawaran tidak
ditkutsertakan.

Peserta Pelelangan yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan
Dokumen Penawaran tanpa alasan profesional dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam)
bulan.

PT PIB tidak memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang bila penawarannya ditolak atau
proses pelelangan dinyatakan gagal/batal,

2,5 PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN
2.5.1. Pembukaan Penawaran
Pembukaan penawaran dengan Metode Satu Tahap Satu Sampul :

1.

2.

Pejabat Pelaksana Pengadaan menghitung jumlah sampul yang masuk sedangkan surat
pengunduran diri tidak dihitung sebagai penawaran yang masuk.

Pejabat Pelaksana Pengadaan membuka Sampul, untuk selanjutnya diperiksa kelengkapan
(ADA/TIDAK) persyaratan dokumen penawaran yang diminta, yang kemudian akan dihasitkan
keputusan LENGKAP/TIDAK LENGKAP nya dokumen penawaran tersebut,

Apabila persyaratan Dokumen Penawaran tersebut dinilai TIDAK LENGKAP, maka penawaran
tersebut tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi atau dinyatakan GUGUR.

Pembukaan Dokumen Penawaran pada hari yang sama segera setelah batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) peserta sebagai saksi.
Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi, maka Panitia
Pengadaan menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua) jam.
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6. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta sebagai saksi,
maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan
di luar Panitia Pengadaan yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan

Panitia Pengadaan membuka kotak/tempat pemasukan dokumen dihadapan para peserta.

8. Panitia Pengadaan membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai
kelengkapan dokumen penawaran yang dipersyaratkan,
9. Salah saty anggota Panitia Pengadaan bersama 1 (satu) saksi memaraf penawaran asli yang
bukan miliknya.
10. Panitia Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yang sekurang-
kurangnya memuat :
a.  Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
b. Jumiah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
C.  Tanda tangan panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk
oleh panitia pengadaan jika tidak ada saksi dari peserta
11, Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan
tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita Acara.
12, Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan
yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
13. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir

N

2.5.2, Evaluasi Dokumen Penawaran

1. Dalam proses Pengadaan dengan Metede Satu Tahap Satu Sampul ini, Evaluasi Dokumen
Penawaran terlebih dahulu akan dilakukan terhadap Dokumen Penawaran dengan Harga
Penawaran Terendah.

2. Evaluasi terhadap masing-masing persyaratan dalam Dokumen Penawaran (Administrasi,
Keuangan, Teknik, dan Harga) dilakukan dengan menggunakan metode penilaian Sistem
Gugur.

3. Evaluasi dilakukan berdasarkan data dan informasi yang ada dalam Dokumen Penawaran
yang telah diisi oleh Calon Penyedia Barang/Jasa,

4, Tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi ;

A. Evaluasi Syarat Administrasi :
() Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat
Administrasi atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi.
(b) Syarat Administrasi dinyatakan GUGUR apabila :
*» Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.
* Pemilik modal atau pengurus suatu perusahaan Calon Penyedia Barang/Jasa
menjadi pemilik modal dan atay pengurus perusahaan lain sesama Calon
Penyedia Barang/Jasa.
¢ Dokumen penawaran tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

B. Evaluasi Syarat Keuangan :

(a) Evaluasi Keuangan  dilakukan terhadap  penawaran yang dinyatakan
Memenuhi/Lulus Syarat Administrasi,

(b) Evaluasi Keuangan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat
Keuangan atau Tidak Memenuhi Syarat Keuangan.

(c) Syarat Keuangan dinyatakan GUGUR apabila :
Tidak menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Syarat
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam RKS ini.

C. Evaluasi Syarat Teknis :
(a) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan Memenuhi/lulus
syarat Administrasi dan Keuangan.,
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